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1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (reclt staat) bukan atas dasar kekuasaan

(nncht staar). Keputusan ini diambil oleh pendiri nesara den,san pertimban,ean adanya hukum yang

bzuk akan dijadikan pedoman untuk menjaga keseimban.an hak dan keu ajiban masins-masine anggora

masyarakat. Dimana pada akhirnya menimbulkan kedamaian dan keadilan untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, setiap tindakan penyelenggara negara dan masyarakat

dikehendaki harus berdasarkan hukum yang berlaliu.

Istiiah yang telah dikenal dengan negara'berdasarkan hukum ini adalah The nrle oftaw.Makna

)iang terkandung dalam istilah itu adalah setiap kebijakan vang diambil oleh nesara Calam mengatur

pergaulan hidup masyarakat harus berdasarkan hukum. Hr-rkum vang dtmaksud adalah dalam prngertian

fonnal dan materil. Dalam arti hukum formai yang diterapkan mengandune nilai-nilai keadilan. bukan

atas kekuasaan. Tlrc rule of law artd not of nrun, hukum .,'ang berdasarkan undang-undans tanpa

kekuasan seseorang.

Sebagai bentukkesungguhan r.rntr:kmewujudkan negarayangberdrsarkar hukumiru, dituangkan

cialamTAPMPR-RINo.IV/MPR/I999 tentang Garis--earis BesarHaluan Nesara (GBHN) terurama

Yang berkenaan dengan l'rukum bagian (3) menegakkan hukum secara konsisiten unruk lebih menjami.

kepastian hukum, keadilan, dan hak azasi manusia. Kemudiiur pada bagan (6) menyelensqarakan proses

peradilan secara cepat, mudah, menyeluruh dan terbuka. serta bebas korupsi. kolusi. dan nepotisme

(KKND dengan tetap menjunjung tinggi azas keadilan dan kemanusiaan.

Dengan telah ditetapkannya ketentuan dasarpenyelenegaraan ne_sara berdasar-kan hukum dan

dalam GBHN di atas, maka keinginan mervujudkan penegalian hukum (lcn,,' enforcenrcnt) akan menjadi



keinginan masyarakat secara keseluruhan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannl'a upaya untuk

teeaknya atau berfmgsinyanorrna-norma hukum secara nyilta. scba-qar 1redomm pdlaku dalarn Ialulnus

aiau hubungan-hubungan hukum dalam kchidupan bermasvarakat dan bemegara (AsshiLldiqi. 2001).

Sehrngga penegakan hukr-rm itu rtrcrupakm Llpirya yang dilakukan urttLtk rtrctt juclikun hukLtrir. brLik dulurti

arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas. Selain itu. pene uakan hukunr_iuta sebagai

pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. baik oleh para subje k hukunt van-e L.ersangkutan

maupun oleh aparaturpenegakan hukum yang resnrr diberi tugas dan ke*'enangan oleh unclang-undang

untuk menjamin berfungsinya norrna-norma hukum yang berlaku daiam kehidupan beimasl'ai-akat dan

bernegara.

Pengadiian akan dijadikur satu-satunya lembaga yang dikenal dalarl ltukum sclra"ai pcmbcn

keputusan atas suatu pelanggaran hukum sesuai dengan azas Prcswrtpliort of itutocetzce. Dengan kata

1ain, tidak seorang pun dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadrlan yang bersiiat tetap.

Azas tiada hukuman tanpa kesalahan ( geen straft zoncler sclttilcl)atau azas sittilia sirrii!ibus ialah

bahn,aperkarayang sama (sejenis) harus diputus sama (JB. Daliyo,2001). Ole h karena itu. dalarn

pror.i penyelesaian perkara pelanggaran hukum yang te iah memenuhi pers\ aralan me nui ut hukum,

mulai dari tingkat penyidikan sampai ke tingkat pengadilan perkara 1'ang ditanganr penerak hukum.

muaranya mesti ke pengadilan.

Fenomena yang terdapat dalam pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum ini, tidak

semuaperkarapelanggaran hukum diselesaikan ke tingk:"rt pcngacliiln, mclainkrn hanr'.r prdu tintklrt

penyelidikan di kepolisian atau di lembaga kejaksaan. Hal ini rnunskin discbabkln ole ir pcngctahuan

hukum masyarakat yang belum merata tentang hukum, terlltarra prcscs 
^k-raclra tcrltadlp ixlln-tganrn

hukum. Akan tetapi, dengan adanya pelaku pelan-ggarhukum.vang telah ditangkap oieh pihak kcpolisian

dan diproses di tingkat kejaksaan yang kemudian diputus di tingkat pcngadiiarr dcnrun Lrcbas atuu

dihukum yang tidak seimbang, masyarakat menganggap pene gakan hukum di ne gara ini san cat lcmah.

Bebasnyaparapelakupelanggarhukum bukanhanl"apadapclakuknn-unalbiasaatautindak

pidana umum seperli pencurian, pemakai dan pengedar obat terlaran_s. bahkan ada kasirs 1'ang teiah

menjadi pembicaraan publik pun banyak yang tidak tlrntas pcnrclcsaiannva. Scblgai contoir



peembritaan pada Harian Pagi Riau Pos tanggal 31 Oktober 2002 yang mensrnformasikan banyak

tunggakan perkarayangbelum diselesaikan oleh pihak kejaksaan. Di antaranva adalah kasus Edy Tansil,

Ginanjar, MbakTutut, Mantan Presiden Suharto. dan lain sebagainvl.

Kondisiini menunjukkan pencgalian hukum scbagaimana vilng dihulpkan dalant konstitusi dan

GBHN sebagai pedoman penyeleggaraan kehidupan bernegara. belumlah berjaian secara maksimal.

Sikap pesimis teriradap penegakan hukum semakin han scmakin in--n;rmbahl'ang plcli rkhimya mcmbuat

rnasyarakat akan apatis, bahkan tidak percaya dengan penegakan hukum di Indoncsia. Schrngga ada

sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa hukum hanya dapat drte-eakkan pada m:sy'uakat kecil.

Sementara kasus yang menyangkut kekayaan negara 1'an-e ju-ua masuk kategori pelanggaran hukum

seakan-akan kebai terhadap hukum.

Kalau sikap apatis ini terus be{alan, tentunJ-a penegakan hukum sepcfti l ang diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku. dikharvatirkan akan menimbulkan anarklisrne (main

heLkim senciiri). Hal yang lebih merugikan lagi aO^t^t akan memberikan cirraburuk uian memudarnya

kepercayaan pihak luar untuk menanamkan investasinya. Se mentara nesara kita salt ini sangat

membutuhkan kedatangan investor untuk menanamlian modal mens-gerakkan perekonomran bangsa di

berbagai sektor kehidupan.

Banyaknnyaperistiwapelanggaranhukumyang teiadi di masl'arallat, nrenjaditantan_sim tersendiri

bagi penegak hukum untuk menyelesaikannnya secara vuridis. Di n'ilavah Kota Pekanbam saja, selama

tigabulan (Agustus-Oktober2002), telah terjadibcrbagar pclangglu'an hLrkum. Scbug11i111'1'"n pcmi^*rituurr

RiauTelevi.ri (Rtv) yang disiarkan pada tanggal -5 Janiari 2003, sclama kunrn u uktu rli atas, tclah

terjadi peristiwapelanggaran hukum sebanyak 1.380 kasus. Jurrlairini nrcncnrputkuir Kotrr PckunbiLr-r"r

sebagai peringkat perlamajumiah pelanggaran hukum yang terjadi selama tahun 1002 untuk seluruh

Propinsi Riau. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang data prcrkcnrbanqan itclanlranrn hukum di Kota

Pekanbaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1 -
Perkembangan Perkara Pelanggaran Hukurn di Kota Pekanbant

Berdasarkan Data Poltabes Pekanbant dengan Litbang Perpustckaan

Program Studi llnru Hukrurt Lirtiversilas Riou

\o Jenis perklra
Bulrn /

JuInl:rlr .iuInIulr

Aet (a) r\ gt (b) Sept (a) Sept (b)
0kt
(a)

0kt
(b) (a) (br

i ?embunuhan 1 ) t 0 -l -) 1

,)
I erkosaan 2 .l -)

1 S

J 'enganiayaan ( R ) 29 4
1
J 6 I 6 -1 i6

l )eneaniayaan (B) I 0
1 0 1 +

5 -akalantas
'l a 9 ti --\ l9 6

6 uranmor R4 2 0 0 0 {a C

1 uranmor R2 It) I 19 6
1j 1 58 ll

I UTAS ll I 11 5 l1 a j9 1l

9 luri biasa i1 6 ,l 0 E t5 )1

i0 'entpuan 13 1 l"l l l-+ i {lil

1i )enggelaoan 10 I L5 I 1t 36 l
t2 )engrusakan J I l 0 1

1 E 1

l3 )engeroYokan 1 a 0 I 1 "1 -1

14 \ncaman/ peras 1 5 E 6 I ll 1l

15 labul/ Zinah 6 I
1

3 ) .1* 13 a

16 lania/ Narkoba 1 8 J + ) l5 1,1

11 )sikotropika 0 0 0 l
l8 )"em alsuan tandatan gan I 0 + 0 6

19 )enghinaan 0 2 0 I 0 1 0

.Iumlah t31 46 101 1 t)i 5-t 360 13E

Stttyb4r: Poltubcs Itakuttlsuru tlttt l-illtuttg lttrytttstttkttrttt l'rtttli'littr t

Data di atas mcnun jukkan bahwa pcrkcmbangan pclitttt!ltr:tn httkLtrr litltu 1>crilttlii:tt.t tltclarvlttt

hukum yang dilakukan masyarakat, baik hasil dari Poltabcs Pckanbu-Lr rltilllpLtil ntcclirt llli-isso.lcrd ili);rt

data yang meningkat dan begitu juga sebaliknya. Oleh kiircna itu. scbagai pe ne rak huku,m aparlrt

kepoiisian perlu meminimalkan terjadinya pelan-ggaran itu, kare najika pcrkara tenebut teils me'ningkat

taltpa penyelesaian yang tuntas secare yuridis akan bcrpcngarlh kcpacla pcrscpsi masyar:lkat tcrhaclap

penegakan hukum ihr sendiri. Malahan diperkl alian akan mengurangt keprcavaan masYamkat terhadap

lembaga penegakan hukum itu juga, terutima kepada lemblga Kcpolisian. Kcjaksaan. dan Pe nqadllan.



Data di atas memang belum menunjuk)<an data yang pernah te{adi di masayarakat Kota

Pekanbaru secara keseluruhan, karena adabeberapa kasus )'i1ng tidak dilaporkan sepcrti krsus pncurian.

\{asyalakat masih ada yang belum melaporkannya kcpacia apitrat ke polisian dcngan be rbagai alasan

scperti kekharvatiran bahwa piliak kcpolisian tidak dqral trcnrbltilt-i tttcttvcic-\"Lik.utit\:.1. kclakutltt akatt

biaya yang dikeluarkan untuk itu, dan sebagainya. Kalau jumlah masvarakat 1'ang tlCak melaporkatt

peristiwa peianggaran hukum yang dialaminya befiambah. karcna proscdur p;rtvclcsailtn pcrkara y'artg

aciatidakdipercayamasyarakat, hal ini menunjuklian peneeakan hukum dengan ketentuan ini lemah.

Oleh karena itu, perlu adanya ukuran unhrk menilai apakah penegakan hukurn pada satu u'ilayah

hukum meningkat atau menumn dan untuk memperoleh ukuran itu dipcrlukan adan-r,a suatu penelitian

y,ang sifatnya objektif yang dilakukan oleh pihakyang dipcrcava dan indcpcnden. Dengan iatar belakang

inilah, makaperguruan tinggi dalam hal ini Universitas Riau khususnva Program Studi Ilmu Hukum

berusaha untuk melakukan penelitian dengan juduT: " Perte gctknrt Ht*tutt (lau' ert.forcenletfi ) di Kota

Pekanbaru".

2. Ferumusan Masalah

Peraturan yang mengatur masalah pelanggaran hukum sebenunl'a telah banl'ak diundangkan.

baikpada ievel konstitusi sampai pada peraturan teknis iainny'a- Pacl:r pasal27 UUD 1945 telah dinyarakan

bahwasetiap warganegarabersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian kita

jLiga telah mempunyai Kitab Undlng-.Lrndanq Huklrm Piclrnu (Kt II IP), Kitrrlr I intluirr-irnchnr: I Irrkrrnr

Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Kepolisian No.l Tahun 2002. Undans-undang tentang

Kcjaksaan, Undang-undang tentang Pokok-pokok Kckulsliltrt Kr'hrrkinrrur. riln l)rrriitunln-i''cr';ltulrn

iarnnya-

Namun data menunjukkan di Kota Pekanbaru. perkcmbangan pclun-e garan i-iukum scmakin

berrambah. Di samping itu, penegakan hukum terhadap pelan-egamlla tidak scmuanva drialankan secara

sesuai dengan proses acara pidana, mulai dari tingkat penf idikan. penuntlrtan. sampai pada putusan

pengadilan. Oleh karena itu, timbul ke tidak sesuaian antilra Drl.r.\ olt'tt dan Du.sseirt (antara harapan dan

kenyataan) di masyarakat.



Asumsi penyebab terjadinya hai ini adalah karena penegak hukum sendiri belum konsisten

menerapkan ketentuan hukum yang ada. Kemudian tingkat'kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu

semakin lemah. oleh karena itu, timbul permasalahan, Benarkah pcne gak hLrkum be lum konsisten

nrercrapkan ketcntual hukum yang uda sckaraug'? A1;a vlnr nrcnvcbrtbktttl hltl itLt tcr 1llr.i'r'') \'1cttl]lt1ll

masyarakat mempunyai pandangan yang pesrmis terhadap proscs pene gakan hukum seat inr?

permasaiahan inilah yang al<an clitelitidengan membatasi pada ruaneungkup kalrln p;rcla proscs

peilegakan hukum yang dilakuken oleh lembaga Kepoiisian. Kejaksaan-Peneadif in' dan Pemda Kota

Pekanbaru.

3. 'fujuan Penelitian

penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mensuraikan berbagai peraturan 1''ang ada daiam

menjalankan fungsi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan' Dcngan membatasi beberarra bagian dan

peraturan itg setiap lembagapenegak hukum tersebu"t disesuaikan dengan pelaksanaanny'a' Kemudian

menguraikan faktor-faktoryang menyebabkan tidak konsistennl"a penegak hukum itu tcrhadap atutan

yang ada, sebagai salah satu metode pengembangan akademik khususn,va di bidang huium'

Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan clapat menjadi salah satu betuk gambaran

penegakan hukum dalam suatu wilayah hukum (Kota Pekanbaru). Hal-hal yanr diten-iui dr iapanlan

dalam kategori penegakan hukum dapat dijadikan bahan kajian untuk meninskatkan 1agi. baik pada

ie'-rbaga atau institusi penegak hukum itu scnciiri maupun bari pcrnulihrln kcpcrcltYlilin n-:rsvarltklt

tei-hadap penegakan hukum. Tujuan yang iebih khusus adalah se bagai rvadah bagi para dosen dan

nuSasiswa program Stu<Ji llrlLr Llukurn Univcrsitrs lLi;.rLr dlrllrrrr nrcrrirtgk;itkltrt kcltlllr.rl lklrdcttlik tli

bidanghukum.

4. Kerangka Teoritikal dan Konsepsional

Studi ini berangkat dari beberapa asumsr bah*'a: (i) sebagai ncqarit hukurt-i di lndoncsia

seharusnya setiap perkara pelanggalan hukum diselesaikan melalur mekanisme hukum ,vane berlaku

bukan dengan negosiasi atau cara lainn,va; (3) pencgak hr"rkr,rm claiam mclaksanakan tirs:lsnYi'r adilliilt



berdasarka n azas praduga tak bersalah, namun setelah ada bukti arval mesti me laksanakan tugas

ciengan asumsi atau azas bersctlah;(3) transparansi dalam melakukan pe nve iidikan. penf idikan, dan

pemberian putusan adalah tllntutan hukum yalrg sebcnanr'' a'

Sebigai ncguit yang mcnganLh kepada nrrxlcrlisrr-sr. d:ilaru hukLrrtt t'r.tsiottltlitlts. iEllL'!:ltkill) Ilttktrrlr

adalah mutlak. Webermengemukakan konsep hukum modem y'ane rasionai men.rpcrlihatkan ciri-ciri

berikut:

l. Hukum modem drperkuat oieh kekuas&iln negar;l i'ang bersilai ntcnlal^:sa dalam bcntuk

sanksi yang diberikan dengan sengaja. Aturann,va dapat diaplikasikan melaiui pengadilan

bilamana terj adi Pelanggaran.

Z. Hukummodem bersifat sistematis. Artinr,a aturan-aturan. prinsip-prinslp, konsep-konsep

dan doktrin-doktrin hukum yang br:rbeda-becLr. se rta bagian-ba-eian proseduial dan material

yang bermacam-macam. Itu berhubungan satu sama lain, hukum adrlah suatu sistem

pemikiran normative yang iogis konsisten. rsional. atas dasar-bah\\'a senl'Lra masalah praktis

yang bersifat umum, pada prinsipnya dapat drpecahkan se cara hukum.

3. Hukum modem benifat sekular, dimana subtansinva santa sekali te rpisah ciari pertimbangan

keagamaan dan etis. Validitas aiuran itu tidak iagi tergantune pada kebenaran morai'

melainkan bahwa proseciur-prosedurnya bebas dan unsur-unsLil-magis dan telah nlcnjacii

upaya-upaya rasionai untuk mencapai maksr-rd-maksud rasior-tai dalr rnanusiau'i (Peters

dan Siswosocbroto, 1988: 368-369).

Dengan demikian, clalam hukum modcm f[ncr:.lpiilr ltttktlltt Yltttg lici sil'; tl tri;i.fitttrt lllcll]l)tlrl\':ll

'ariasi 
yang rasional. pemberlakuannya ticiak membeda-bedakan suku. agama. ras, dan sebagainya.

Kategori hukum modem itu me mpunyaiciri-ciri clalam bcntLrk tcrtuiis. ltrlrkLt tttttirk sclttntlt rl'iiltvltlt

negara, dapat berfungsi sebagai instrumen yang dipakai sccara sadar untuk meu'utucikan kepuiusan-

keputusan politik masyarakarnya (Rahardjo, 1982: 1S0). Rasionalisasi pci.)crapan huliun ju-ea daiarr.t

penerapannya melaksanakan secara tcgas aras klausr,rl yang tclah ciicantLrmkun daiuii"t pasai-pasalnva

untuk itu diberi kesempatan masyarakat mengujrn.va.



peranan hukum dari segi fungsinya adalah alat yang depat dipaksakan untuk mencapal tuJuan

:e:=amadarimasyarakat.Dimana tujuannyaadalahmervujudkankesejahteraanmasl'aiakat(Sunarl'ati;

,:r:-l: 6). Tujuan bersama yang didasad atas kcpcntingar.r Lr-rSriiltil l.ililah Litttuli lncnlll!:ri i'csillbanglin

:rie nberi kesempatan kepada miisyarakat untuk bekeqa me lak.rlilakan tugas Secal-a ant:in i'ang belrnuara

.'t.rik mencapai kesejahteraan bersama. Sebaliknya tinclakan pcrantraran hukum uii:rlrli anc^mirl

:e i'ir adap keseiamatan seiuruh an ggota masyarakat'

Uniuk menciptakan keseimbangan itu clalam nesilra rnodenr diliiksanakan oici'r pciaksalla

f 3s,j-a (pemerintah) yang oieh Montesque dikenal sebagai salah satu bagran dut tria's i;t:lirica'\Tazhab

\\-iena..hukum dan negara acialah identik, karena negara aclalah tak lain adaiah satu susunan tingkah

iik.rmanusiadansatuketerlibanpaksaankemasyaraketantlrc r/a/c i.s ttotltirtgbut u s';-sr,:iri ofluurturt

bc!rwiour and order of social cotnptilsiott(Mr. Sutikno, 1997: 67). Tangune.la$'ab inr dapat diemban

:::ak yudikatif terutama pihakKepolisian, Kejalisaan, dan Pen-s.idilun' L-ntuk menuiu masyarakat

- s seimbang, masing-masing pihak melaksanakan hak dan ken'a.;ibanr-lva. namun pe r1u clukungan

.*r , arakat dan institusi lain sehingga cil;-r-cita itu dapai tercap.ri.

Undang-undang sebagai peraturan yang mema1,'unei p*returan kehakin-ran(wtti;rello. pt'ot'isiott)

:_:lah LUNo. 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakrmar. Putusan )'ang dianbil pe ngadilan

*.:n-i menyelesaikan perkara mesti melalui prosedur yang dikcnai dengm Cfinfiwl Pt'c.teclttre lHukum

.-.- *:..j pidana) clikenal clengan jalur-jalur yang mesti ciitempuh LlntLlk nlcnllngrni pcrii-ir-:r piiena yang

: ..;1ai dariproscs penyiclikan sampai kcpada mcmpcroleh Votlis rLin ckse kLrsi.

pihak yang dibcri wcwcnung Lrrrtuk nrcnurrgtrrri 1rcIklr|lr iltr'ltt:tttl.lttlttt lt't:.clrlil :'t'riliil tle ttt';ttt

: --,::ttusrldalamKUHAPadalahuntukprosespenyiclikandidalampcrkaraPidar-rrl-lnumadalah

. . . drk dari Kepolisian Negara Rcpublik Indonesia (POLRi) den r.rntuk pr.kar.r Pidana ii-iiLtsus dibcrikrut

. .-:etensinya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pasal '1 KLI}IAP. Untuk pro:,es penuntutan

- .-,-.tankompetensinyakepadaPenuntutUmumdariKejaksamRepublikindonesiaplsall3KUHAP,

, _ _* reffiedksaan perkara di pengadrlan diberikan kepada Hakim \{a1e lis.



Dari kerangka teoritis yang diuraikan cli atas, peneiitian ini memfokuskan kcpada i'ungsional

para aparat dalam penegakan hukum (law enforcenrcnt) den,qan melihat pclakslnaan Critnittal

Proseduretersebut dilaksanakan dalam satu \\'ilityah hLrkr-rm dalam hal rnr Kota Pei:anbaru' Sebelum

krta memasuki teori pcncgakan hukum, sebaikn,r'.r krt;iine-rrinllrri cila citrt ,-llin kcir,gritlltt bangsrt kiia

(politikHukum) dalamrangkaPembangunan HukumNasionalpada Cuis BcsarHair-r:Lii Ne-eara (GBLN)

yang diamanatkan sebagai berikut: "Pembangnnan c1i bidlng hukum dalarr-r ncsanr hukum Indorlcsia

aCaiah berdasarkan atas landasan sumber tertib hukurn ncsara r ltiu citl e ita \ iln-j i':rkandung pada

pandangan hidup, kesadaran, dan cita-citahukum sertacita-cita moral 1'ang luhur 1'anr;neltputi suasana

kejiwaan serla watak dari bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan Undang Undang

Dasar 1945".1

Ultuk menghasilkan produk hukum sesr-rai clengan kcbijakan politik hukum tci:cbut, maka pcrlu

pembinaanhukum. MenurutMuctarKusumaadmaja, pembinaan hukum haruslah mampumengarahkan

dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadar-an hukum rakvat vang berkembang

ke arah moclrenisasi menunit tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang. Schingga tercapai

ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yan-s harus ditujukan ke arah peningkatan pentbinaan

kesatuanbangsayang berfungsisebagai safimamenunjang perkemblngan modernis.lsi i1:n pembangunan

yangmenye,*l.'

Untuk melengkapi hal tersebut di atas maka kita melihat Funesi Hukum dan Tujuan Hukum

yakni:

i. Hukum bcfungsi scbagai sarana pcnunjan-t prkcmbangan mtxln:nnisasi cian prcmbangtlnan,

schingga untuk urclakslrrtkur fungsirrylr sr:ctinr cllsictt tirrrt lrrrxhrktr I'lx't Iit i-.'illlrtt)ltllll llt ll\tIll'l

itu dikaitkan dengan berbagai kebr;atr<an disegenap bidang pe mbaneunan.

Hukum sebagai alat penegak kctcrtiban.r

Hukum sebagai pemberi keadi lan.l

Khususnya daiam pemasyarakatan Hukum haus bersitat mendidik unruk ri 
'enganyomi 

n;ua

I l(usuma Admaja Mochtar, Kotrsep Konsep HukLtnt Dalant Petnbogttnutt.l 12. 100:
r ibid
r ibid I i5

2.

J.
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pidana agar kembali kepada masyerakat. 
j

5. Hukum bertujurn sebagai membina budaya hukum masl'lulkat makir dipr-liill:ln lxndekatur

yang berbau agama, adal, norma dan kebiasaan'6

MenurutHakim AgungCudozodalambukr-rnya "'I-hc Pururlo.rctJ Lt:gul5c;i'rrcc" (i9lS ).

rugas hukum dituntut dinamis dan kreatif. Memainkan segala yang tidak dapat didamaikan (sengketa)

drn mempersatukan hal-halyang berlalvanan. Hal ini ntcruipakan pcr-rnlsaiah:Ln ircsai ii,rlarrt hukr-ttlr

makiiirudaiampenelusuransubtansihukumharuslahhakimbcrusal'ra,i.i^kuk,,l, reclt*in.t.,tg,telmbuk

daj:rin beracara picliura misalnya ketentuan dengan digunakan re kamaan audio sebagai b:r-ang alat bukti

oleh haikim di penidangan.

penegakan hukum merupakan pelaksanaan fun,esi yudikatil dalam sliatu ncsi-u-4. Dalam artr

kata. negaralah yang mempunyai kewenangan kelembasaan untuk melatriukan penegakan hukum.

Keni,ataan ini jelas diamanatkan oleh konstitusi negira kita l'akni Undang-Undang Da-:ar (ULD) 19-15.

lni Ctegaskan agar tidak terjadi proses penegakan hukum vang diluar jalur ke\\ enansan tcr:ebut sehin rga

miii-rcul istilah main hatriim sendiri atau peraciilan jalanurs yir.r-s sixrla sekali diiarzng konstitisi i.::r melanggar

hak:zasi marusia.

Mencegah teqadinyaperadilanjerlanan, penegakan hukum harus chefektiftan agrr tei'.-iptapcnsaall

psikologis di m;syarakat untuk percaya dengan perangkat hukrm 1'ang ada menjunjung tinlei supremasr

ncsrra hukum yang berdasarkan kesadaran clan cita-cita hukum rna.s., arakat. (, ita-cila hukunr nirsi rrrakat itu islah

a'ttir-lr lain mcnurut Muchtar Kusumauclnrlja illah antlra llin bilrva l,;rrri pcnclrr l.caciil;rn 'r"ti;rt;ln inttnll;in,

seiirrp in<liuvidu adalah sama dan scdcrjat dalarn pergaulan hidui;.linrukl ltiri'urrt (t'tlrt,ilirt l';tfir|r',r,rrr'.rJ.

5Ibid. ll3-lt4
6tr,letodeini dapatakanberhasil bilamelakukanpendidikanhukunr (lul''ctltttLtriorr)sc.1:ikrlirlr.\1.'rlilrttt-l-. lkr',rrlri

beberapa alternatif penyelesaian pcrmasalahan hukum di nrrisvur;.Lklt a[)a irrl.t pcrlin':klt itukirttt lrJlk dlplt l;rgi

menjapgkau substansi hukum tersebut maka pendekatan budal':r hukum clan antropologi hukr,rn perlu clicerrnati

dan ierkadang penyelidikan dan menggunakan metode yane ada pada akhii rntrop\rlogi hukuni sengat el'cktii'

clil:,unakan karena mereka meyelidiki berdasarkan buda-'-li hukurrl bling:l r ant bcrsetl!kuten.
7 GLirvitch George, Sosiologi Hukunt, hal 50. l96l '

s Khusus perkara pidana menurut crirnine j ustice s) stem muaranva akan selalu kcpengriiirn nle mlkai Hukum Acara

pidana ( KUHAP) prosedur lain dilarang karena terkait dcngan kopetensi aptrrt pe negak hukum se 
'bl-ai q akil dari

nesara untuk melakukan law enforccment.
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2. Azas Keseimbangan

3. AzasPradugaTakbersalah

4. Azas Pembatasan Tahanan

-5. Az.as Crntirugi Dan rchebilitasi

6. AzasUnivikasi

1 . Prinsip DeferensialFungsional

8. PrinsiP Saling Koodinasi

g. h-insip Pradrlan terbuka unilk umum

1 0. Prinsip Penggabungan Pidana dan Tuntutan Ganti Rugi' r

11. Azas Peradilan Sederhana, Cepat' dan Biaya Ringanii

Bilakitamenelusuri daicrinirruljtstices,tste'lyangadaclilncloncsia.makakitatlrpatirlcitirmpilklu]

ciua hal, yaitu Kewenargan AparalLrr Penegakan Hukr:m dan Sistem Penegakan Huklm cli lniionesia- Atau

neni-irutTeon Freiclman komponen struktr-rral dan kompone n substansial. \'{cnurut Kitab Lh.lmg Undang

Acua Pidana adabeberapa kewenangan aparat yurg di munculkan, 1''alinr:

I . Kewenangan Penyidik dan Penyelidik'4

Fungsi dan wewenang penyeliciik meliputi ketentuan yang disebut pada Pasai -5 KULIAP yaitu:

a. menerimalaporarrdanpengaduan

" 
b. mencari keterangan dan barang bukti

c. menyuruhberhenti orangyangdicurigai

d. tindakan laiti mcnurut hukrtttl'rJ

1r Satjipto Rahaijo, Hukutn dan ivlasyara'kzl, hal 86' 198 i

', r'ahia llarahap, pettbalnsart pernnsaktlrttn dtLn Perterapan KLll.'\ft, Pcnridikln dan Pcntr;,lLrr.ril. lul 36--57'

20c0.
r; Kewenangan penyelidikan dan Penyidik meruprrkan \\'e!venrngan dlri Kcpolisian Ncqarl Rcpr:biik lrrdonesia

dllem melakukan proses penyidikan dan peny elidikan.Penyelidikan atlaiah tindekan pcrtan.ir pe iln irl:llrn dari prtlscs

penyidikan., p.ny"tiaitun berarti serangiairn tindakan mencarai dan menemukan se suatu kcad:llr' auu peristiri r

vang berhubungan dengan kejahatan dan peiangg;iran tindak pidana atru )'anc ciiduga sebagai iinCak pidana'

l, lf y.nyo I{arahap, Pcntbalrtsan Pcrtrtrt.sttltiltan ti,ttt P ane raprtrt K {'' ll'\P. l0-l i0(r. l00l
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Kewenangan penyelidik berda;arkan perinrah penyidik. Sedangkan ker','ajiban penl'clidik untuk

:-.:mbuat dan meyampaikan laporan.r6 Aparat Penyidik diatur dalarl Pasal 6 KL-r.lAP- Mcnurut

:i -TL{P penyidik dibagi atas :

a. Penyidikyang berasal dari Kepoiisian Negara Rcpublik Indon.-si.t!'

b. Penyidik yang berasal dari Pegarvai Negeri Sipills

Wewenang khusus diberikan oieh undang-undang kepada pe nvidik pesa$'ai iie ged sipil (PNS)

-nruk melakukan penyidikan terhadap perkara yang khusus (de1ik khu-sus) atau terkait daiam linliungan

:ekerjaanya, makaoleh undang-undang dibenkan $'ewenanq kepada P\S untuk sebagai team Peni'idik

:3ngan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik indone -cia. cortohn)'a terhadap

-:ndakpidanaEkonomi mengenai peny'eludLrpan barang di pclabuhen udrim den lfuf'rttrka Penyidik

?\S-nya adalah Aparat Bea dan Cukai.

l. Kewenangan Penuntut Umum

Kewenangan Penuntut Umum diberikan oleh KLT{AP kepada Kejaksaan Republik Indonesia

se bagai penuntut umumle dan diatur dalamBAB Ilbagian ke tiga laknr dad pasal l -3 s:rnrpai dcngan

?:sal 15 KLTHAP Menurut Pasal I butir 6 Penuniut Umum adaiah;aksa I'rnr dibeirkan wewenas

:ieh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan me laksrnukan penetepan hakirn. Sedanekan

'iksa adaiah pejabat yang dibcri wcwcnang oleh undlng-undunq rrntiik lr.:r'tintluk sti-rur:li pr'nuntut

*inum sefia melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempcrolch kekuatan hukun-r te tap.

-: . Kewenan gan Haki m Maje I i s dan H aki m Tu n g-eal r0

'ibid
:- Pasal6 ayat I (a) KLIHAP
': Pasal6 ayat 1(b) KUHAP
:t Yahya Harahap, hal 364
:r Untuk kewenangan ini berdasarkan sistem acara di pengadilan BAB X\:1. KLTFiAP vakni aclra persrdangan pada

:ingkat pertama yakni:
1) acara pemeriksaan biasa
l1 acara pemeriksaan singkat
3) acara pemeriksaan cepat.

ta
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Kewenangan Kehakiman diatur oleh Pasal l0 Undang-undang Pokok Kchakiinan UU t '\o'

-- TahunlgT0yakniadanyakopetensi absoiutdarihakimuntukmcngaciilipadaPeraclijimumum'

: -. .irlan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan N{iliter, dan Peradilan lain r 'rrlg dibentuk

--.,.:.Jrut undang-undang.2' Untu klutv utJurccntari;rang kite tcliti aclllrrh i)ct.tt:lltkltt't I Il;l'Lrrrl dlllritl.t

-.:',::ra pidana, maka kompetensi hakrm yang mengadili adalah Hakim Ma']e lis vang Liriun-juk olclt

i,=-:r Pengadilan Negeri untuk mengaclili perkara pidana kcjahatan clan Hakim Tunrgel urrtitk Frkara

t,: *:sg&fnfl hukum ipelanggaran peraturiin daeriih?r aiau pclanggaran lltlu linla's'

:. iewenangan Hakim Pengawas

Kewenangan Hakim pengawas itu bernrgas untuk menga$'asijalannva eksekusr I'ang dilai<ukan

- :: Penutut Umum yang dilaksanakan di Irmbaga Pemasyarakatan' Penga\\:asan ini betujuan adalah

-:.,..rk mengawasipelaksanaan pemidanaan (penghukuman) juga untuk n''"laksanakan peniusl'u-aiietan

:,:ipidana agar diterima kembali di masyarakat dan tidali mengulangi trndek kelahatan'

^. Penyelidikan danPenYidikan

. Dalam hal penyelidikan merupakan tahap awal dari serangkaian tindlkan mcncari cljl menemukan

.--:uperistiwayangberirubungan dengan kejahatrn. Penyelidrk:ur dilakukan oleh pcjabat r anri Lo:nvenang'

S -rru peristiwa dapat dilakukan penyidikan dengan mengacu kepada atLlrun KLTHAP (i:a-ral I butir 5)'

:,iapun tindakan yang dilakukan dalam proses pen-vidikan dan penl'eiidikan adaiah:

a. Menerima Laporan dan Pengaduan

b. Mencari keterangan dan bahan bukti

c. Menyuruh bcrhenti orang yang dicurigai

d. Tindakanlainmenuruthukum(lihathlm 105)

l. Prapenuntutan dan pembuatan surat dakwaan

rr Seperti Peradilan Niaga, Majelis Pertimbangan Pajak, Panitia Penyelesaian Pernasalahan Perburuilan Puset dan

Daerah (P4P dan P4D)
:: Contoh Pelanggaran Perda mengcnai Ketertiban dan Kcbcrsihln

1.1



,;rdak lanjut dari penyelidikan dan penyidikan dimana d.elam hal ini pen-vidik h:uus menyerahkan

,: , ,;i :€:kara kepada peuntut umum dengan mengemukakan hal-hal pokok saja:

:. Pembentahuan dimulainya tindakan penf iciikan oleh pcnr rdik kepada penu:rtut

urnum (Pasal I09 aYat 1l) )'

b. Pemteritahuan penghentian penyidikan (pasal 109 a1'at (2 ))

c. PerPanjanganPenahanan

Berdasarkan bulci permulaan yang ada, penuntut umum akan membuat surat dartvaan de ngan

-:.:nuhi persyaratan:

a. memuatsyaratformal

- Surat dakr.vaan diberi tanggal dan ditanclatangani olch pcnuntut urautl't /ieksa

- Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tan,egal lahir jenis kelamin , keba'rgsaan' tempat

tinggal tersarrgka'

b. memuat syarat materil

- uraian cemat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana )rang didakivakan

- menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tenipus delicti d;;t locus delict)

-: . Persidangan diPengadilan

Jika surat dakwaan suclah selcsai, makir penuntut Llmum lkan melaksl]nakan ketcntuiin pasltl

. -13 ayat I:

a. mclimpahkan p:rki'tt'it kc pcngaclillrl llcgrr

b.pelimpahanberkasperkaradiiakukandengan,u,otp"li'p3h.rnPclki-irf,

c. dalam suratpelimpahantersebut:

- dilamPirkan surat dakwaan

- berkas Pcrkaraitu scndiri

- serta permintaan agar pengadilan negen segera mengadili

15



-:' :xsekusi di lembaga permasyarakatan

Eksekusi di lembaga perrnasyarakatan dilakukan apabila putusan 1'ln.l dikcluarkan olch

:e :idilanbersifatpemidanaan dengan mengacupasal 193KLIIL{P drmanaputusan 1'angdiiatuhkan

:,:. .:i [rcrinti]h untuk mcnghukunr tcrciakrva scsuai dcngan irnclunirn lliclrttur cllu'i Prts;Ll \';trl i:. t]icllliu':t]\rltl.

-,.:.k 
menjelaskan rasionaiisasi kajian ini dapat dilihat dari skerna dibau'ah ini:

- Cukup bukti

perm u la an

- Surat

- Tak cukup bukti

pcrmulaao

- lersangkr bebrs

li::hrr;rn
:i,rils
tl:lnl)lln

Skemaini menggambarkan bahwadalamproses penegakan hukum melalur lemba-ea Kepolisian,

K:juksaan, dan pcngaciilan tcrintcgrasi sittLl dcngun ylutg llinltvu. r\rlulltrtt pcl;rkrt p'l:rrt{p.;rI ltttkrtttr

-.,.1a tingkat kepolisian dapat ciilcpaskan kcmbali adalah suatu hal 1'eng diholchkan. tct:rpi mestilalr

:.rmpunyai rlsionalisasi clan sccara yLrriclis dapat cirpcr-tlrnggttrtgjrtri lr[rklttt. llcgrttt.;trrl:r l)ll(lil tllli:krrt

,.elaksaan dapat dilanjutkan atau tidak karena pada lembasa ini terkait kepeirtingan puiriik'

penegakan hukum melalui leinbaga ini di ncgara hin scpcrti Ilclarlcia tcm,vatit 50('i pcrklil'lr

:.c1arra diselesaikan di luar pengadilan dangOTo di antaran.va karena perkara itu tidak cukup bukti dan

s:sanyakarenaperkaraituterlalu kecil dan pelanggarhr-rkum itu sudah lamadan kerusal'an te iah diperbaiki

Andi Hamz ah,1994:v). Dilepaskannya pelaku pelan-egar hukum di Indonesia tentunl'a berbeda dengan

ipa yang terjadi di Belanda. Perangkat hr,rkum dan penegak hukum di Bclanda lclah ]rma sldar akan

-s dan Tempus

D elikti

: .P, (TPK) dan

r.rrno hrrkti

D ehk adu an

Pe nah an an

Pemberitahuan hak-

hak tersrngka

MekngkapiBAP
Surat

penangkapan
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:eilunyahukumditegakkan. Ajaranini diterapkan dilndonesiamengingat merekamenjajah selama350

--:-lunlamanya.

Kerangka konsePsional meliPuti :

peftegakanhukum,yaitu upaya yang clilakukan oleh pihak Kcpolisian, Kelitksaatt, dan I'cngrtdilrtt

dalam menyelesaikan peri stiwa pelanggaran huku rn dai am mas yaraliat.

Kompromi,yaitu berupa upaya damai yang ciilakukan olch pclaku kcjahatarr dcngan pihlk pcncgak

huklrrt

Barang bukti, yaitu menurut undang-undang berupa barang-barang atau benda-benda yang terkait

dengan peristiwa pelanggaran hukum.

5. Konstribusi Penelitian 
*-' i

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pemecahan masalah pembangunan terutama

di bidanghukumyangmenghendakaiagarmasalahpenesakanhulnmdinegarainidrlaksanakansecara

konsisten. Hal ini karenacitra hukum di mata masyarakat dan citra bangsa di mata intefirasional buruk

karena penegakan hukum ini lemah -

Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapaq memperkaya kajian ilmu hukum di bidang

akademis, menambah wawasan perkembangan ilmu hukum dervasa ini. Secara empiris juga diharapkan

akan menjadi masukan bagi lembaga penegak hukum terutama Kepolisian, Keiaksaan, d.an Pengadilan

Serta masyarakat agar sama-Sama mcnegakkan hukum dcngirn konsistctt.

6. Metodologi Penclitian

Metodologi penelitian yang akan digunalian dalam penelitian ini aclalah metode krvaliurtif deskriptif

analisis yundis empiris. Artinyaberusahamengungkapkan fakta-fakt yang adakemudian me nguralisisinya

dari segi ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya. Data-data yang akan diungkapkan diperoleh dari data

sekunderberupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah itu, hasil penelitian yang pemah dilakukan

oleh perorangan atau lembaga, dan dokumen lainnya. Di sampine itu. juga digunakan data-data dari

hasil wawancara dengan piira pihak terkait, scperti lernbaga Kcpolisian, Kcjlksaan, Kchakinr:rn dan

I1



:':-: akademisi yang mempunyai keahlian di bidang int'

Dimulai dengan pendataan terhadap peristiwa-peristirva pe langgaran hukum ,vang pemah dimuat di

.;::: kabarterbitan lokal, kemudian hasil pendataan itu diklasifikasikan jenis perkara dan lokasi kejadian'

.c:- sedang diproses oleh kepolisian wilayah hukum mana )'ang mcnangani prcrkur tcrsebut' Setelah clata

=- =but dikumpulkan barulah dilakukan kunjungan ke instansi terkdt untuk mcnatryakur lukembangan

- -:.esperistiwapelanggaranhukumtersebutapakah d'ilanjutkan ke pengadilan atau tidak'

'Hasilpenelusuranperkembanganperistiwapclanggiuiurhukumitukcnrttcfi;"utdikixsitlkasikandiln

::-.,rvantitatifkan, berapabanyakkasus yang diteruskan ke pengadilan dan berapabanyatr< yang hanya

::-lesaikan di tingkat kepolisian atau kejaksaan. Hisil pcnelusuran itu kemudian dianalisa dari scgi ilmu

.-. *kum terutama sosiologi hukum untuk mengetahui alasan-alasan d.rri pihali tertait menennkan perkara in:

,,: pengadilan dan terlebih lagi alasan mengapa perkara iru tidak cliteruskan ke pengadilan: Hasil analisa itu

:.pardijadikanpedomanunn1}qmenysurkesimpulan,bagaimanatin-lkatpenegatar 
hulq]mdirvilayahKota

P:kanbam.

T. Tempat danJadwal Penelitian

Tempatpenelitian ini direncanakan akan dilaksanakan d.i *'ilayah hukum KotaPekanbaru meliputr

Pcltabes Kota Pekanbaru, Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, dan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru

srta pemerintah Daerah Kota pekanbam. Waknr pelaksanaan kegralan rni dircncarral<ar-r untuk melaksanakan

xneiitianini adalahmulai padabulanMaret-Oldober2003 dqngan rincian sebagai berikut:

Tabel 2

Jadwal Penelitian
Penegakan llukum di Kota I'ekartbaru

enls Kegl{tltn

PersiaPan:
> ProPosal
>- Kuisioner
>- I-enYusuAnrn

Tim
> drl

Pcltksan$an:
> I'encnriAn

ddta
> Anulisis dntn

>- dll

Penyusunan laPor^n:

>> Penurisan
>- I'roscn !asi

> dll
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:. Variabel dan Indikator Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua variable. yaitu inclcpenclen dan depcnden. Variabel

-iependen adalah penegakan hukum sementara variable dependenn'. a atau Vanq meil-iP3nguuhi antsre

--n;pembentaan peianggaran hukum yang di publikasikan oleh mcdia m;-lssa' 1r-ri-'611n pcristiri e

,:ianggaran hukum oleh masyarakat atau korban, ploses penl'elidikan di tingkat l:e polisian' proscs

:enuntutan di lembaga kejaksaan, dan proses pemberian putusan di pcngadilan'

Sementara indikator yang diharapkan dapat dicapai dalam pe nelitian ini adalah:

l. Dapat diuraikan hasil pubiikasi pelanggaran hukum oleh media masa sellma tahun 2002'

terutama menyangkut tempat kejadian perkara dan lembaea kepolisien mana )'ang

menanganinYa-

Z. Dapat drkuantitatifkan prosentase perkar:r prclanggaran hukurn 1'ang ffidi di setiap Polsek

di wilayah Pekanbaru, Kejaksaan dan pengadiian data mana mengenai-lumiah perkar-a dan

sejauhmana tingkat penyelesatannya

3. Dapatdiekposnyahasilpenelitian inimelalui satukali se minarhasilpeneiliian di kalangan

dosenProgramstudillmuHukumdanFisipolpadaumumn}'a'

4. Dapar dipublikasikannya hasil penelitran ini me lalui Jumal buk i'ang diteft:ilun di lingkungan

Univ.ersitas Riau maupun di universitas larn'

Rasionalisasi pencapaian indikator ini achhh dengln kcsiapan trrn pcnurliti ) iln:l rirrsih mttdl cirn

haus akan kegiatan pengembangzur keintelektualan khususnya di bidang hukum dan ilmu sosial lainnya'

Di samping itu, kondisi lingkungan Kota Pckanbaru ylng tcluh chkcnll sccrtt'rt irrrik trlc'lr trrtl lrttc-liti rllrrt

dtrkungan institusi menjadi pendorong sifat optimis pelaksanaan penelitian rn; '

9. Penyelenggara

penyelenggara kegiatan ini adalah tim dosen Pro-eram Studi Iknu Hukunl Unive nitas Riau dengut

melibatkan bebeiapa orang mahasiswa (susunan peneliti tcrlampir).
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